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Ibadah Haji adalah sebuah fenomena keagamaan yang luar biasa, peristiwa akbar yang ditunjukan oleh sang Pencipta kepada seluruh hambanya dalam ibadah haji tidak ada perbedaan antara kasta dan suku bangsa, tidak ada diskriminasi jenis kelamin, bahkan perbedaan warna kulit. Ibadah haji merupakan rukun islam yang kelima yang dilaksanakan disebuah tanah yang suci dimana Allah SWT memberikan sebuah tempat bagi orang-orang yang muslim untuk melaksanakan tawaf dan beribadah yang lainya
Permasalahan pokok dalam penelitian ini Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kementerian  Agama Kota Bandung  Tahun 2019 (Berdasarkan Pada Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji) 
Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitiannya adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang di harapkan. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini di rasakan sangat tepat dalam studi ilmu administrasi publik.
Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji Pada Kementerian Agama Kota Bandung belum sepenuhnya optimal, berkaitan dengan kebijakan yang meliputi aspek kebijakan yang dijalankan oleh penyelenggara Ibadah Haji baik tentang pelayanan, pembinaan, dan perlindungan terhadap jemaah haji Indonesia yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2008 dan perubahan undang-undang No 8 tahun 2019, belum semuanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan kewajiban, karena selama ini pemerintah hanya mengurusi yang sifatnya administratif semata. Sehingga masih ada yang ter bengkalai seperti pembinaan (manasik haji, Pelayanan yang masih rumit harus kesana kemari, dan perlindungan Jemaah di Arab Saudi
Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji

ABSTRACT

Hajj is an extraordinary religious phenomenon, a grand event that is shown by the Creator to all his servants in the pilgrimage, there is no difference between caste and ethnicity, no gender discrimination, even differences in skin color. Hajj is the fifth pillar of Islam which is carried out in a holy land where Allah SWT has provided a place for Muslim people to carry out tawaf and other worship.

The main problem in this research is the Implementation of Hajj Implementation Policy at the Ministry of Religion of the City of Bandung in 2019 (Based on the Laws and Regulations concerning the Implementation of Hajj)

The research method used in this research is descriptive analysis with this type of research is qualitative. The qualitative approach was chosen with the consideration that this method is expected to obtain real data and be able to examine research problems in depth so that the expected results can be obtained. The use of this qualitative research approach is felt to be very appropriate in the study of public administration.

Based on the results of the research, the implementation of the Hajj Implementation Policy at the Ministry of Religion of the City of Bandung has not been fully optimal, with regard to policies covering aspects of policies carried out by Hajj organizers regarding services, guidance and protection for Indonesian pilgrims listed in Law No. 13 2008 and the amendments to law No. 8 of 2019, not all of them are the responsibility of the government in carrying out its obligations, because so far the government has only taken care of those that are administrative in nature. So that there are still things that are neglected such as guidance (Hajj rituals, services that are still complicated to get here and there, and the protection of pilgrims in Saudi Arabia)
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